Memmbang :

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNG.JAWABAN PELAKSANAAN

ANGUARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

a. bahwa berdasarkan Xerentuan Pasal 3 ayzl (3) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daergh, Perubahan
Anggaran  Perdapatan dan  Belanja Daerah  serta
Pertangguingjawahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Dclanja Dacrah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangen Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kepacda Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan
vang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;



Mengingat :

1.

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun

Anggaran 2019;

Pasal |8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tehun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 2003
Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4236,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Dacrah
(Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talhim 2009 Nomor 130, Tambazhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali



10.

11.

12,

13,

14,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kcpala Daeralh dan Wakil Kcpala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peratuiran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengeclolaan Kcuangan Badan Layanan Umum (Lembearan
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Numor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimsna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambaharn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomeor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Kecuangan Dacrah (Lembaran Ncgara Rcepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintesh Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik



L5.

16.

17.

18.

19.

20.

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272).

Percturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolasn Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomwor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45738);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013
tentang Pokok-Pokck Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Neomor
8);

Peraturan Dacrah Kabupaten Grobogan Nemer 2 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daecrah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 12)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019

(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Neomor
4);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
‘Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
¢. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laperan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengaen laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan
Badan Usaha Milik Dacrah.

Pasal 2

Laporsn realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 2.581.437.543.584,00
b. Belanja Rp. 2.551.226.710.394,00
Surplus Rp 30.210.833.190,00

c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 165.056.361.798,00



- Pengeluaran Rp 60.506.522.234,00
Pembiayaan Netto Rp. 104.549.839.564,00

Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimane dimsksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan seumlah
Rp.19.106.390.342,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan
Rp. 2.600.543.933.926,00

2. Realisasi Rp. 2.581.437.543.584,00
Selisih kurang Rp 19.106.890.342,00

b. Selisih angggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.153.630.367.380,00 dengan rincian sebagai berikut :
|. Anggaran belanja setelah perubahan
Rp. 2.704 857 077.774,00
2. Realisasi Rp. 2.551.226.710.394,00
Selisih kurang Rp. 153.630.367.380,00

c. Selisih angggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
(Rp.134.523.977.038,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Surphis / defisit setelah perubahan

(Rp.  104.313.143.848.00)
- R 30.210.833.190.00
Selisih kurang (Rp.  134.523.977.038,00|

2. Realisasi
d. Selisih angggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 736.782.050,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp. 165.793.143.848 00
2. Realisasi Rp. 165.056.361.798,00

Selisih kurang Rp. 736.782.050,00

e. Selisih angggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 973.477.766,00 dengan rincian sebagai berikut :



1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 61.480.000.000,00
2. Realisasi Rp. 60.506.522.234,00
Selisih kurang Rp. 973.477.766,00

f Selisih anggaran dcngan realisasi pembiayaan netto  sejumlah
Rp.236.695.716,00 dengan rincian scbagai berikut :
1. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 104.313.143.848,00
2. Realisasi Rp. 104.549.839.564.00
Selisih lebih Rp 236.695.716,00

Pasal 4

Laporan Perubshan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019, yakni
Selisih Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan Saldo
Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun
Berjalan sejurlah Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut :

1.
2.

Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 164.086.481.848,00

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan (Rp. 164.086.481.848,00)
Selisih Rp. 0,00

Sisa Lehih Pembiayaan Angegaran Rp. 134.760.672.754,00

4. Korcksi Kesalahan Tahun Sebelumnya

Rp. 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 134.760.672.754,00

Pasal 5

Neraca sebagimana dimsksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31
Desember 2019 scbagai berilout :

a. Jumlah asset Rp. 3.642.5106.444.594,50
b. Jumlah kewajiban Rp. 97.264.860.015,00
c. Jumlah ekuitas Rp. 3.545.551.584.579,56

d.Jumlah kewsjiban dan ekuitas  Rp. 3.642.816.444.594,56



Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1]
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

2019 sebagai berikut :

Pendapatan Operasional Rp.2.308.610.669.743,50
b. Beban Opecrasional Rp.2.047.361.135.796,44
c. Surplus/Defisit dari Operasional Rp. 261.249.533.947,06
d. Surplus Non Operasional Rp. 198.887.641,30
e. Defisit Non Operasional (Rp.31.848.947.528.38)
f Defisit dari Kegiatan Non

Operasional Rp. _31.650.059.887.08)
Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp. 229.599.474.059,98

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2019 sebagai berikut :

a.
b.

C.

f.

Saldo Kas Awal per Januari 2019 Rp. 164.796.678.657,00
Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 476.787.686.858,00
Arus kas bersih dari aktivitas investasi

non keuangan (Rp. 456.746.853.668,00)
Arus kas bersih dari -aktivitas
Pendanaan (Rp 49.366.642.284,00)

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris (Rp. 11.765.951,00)
Saldo Kae Akhir per 31 Desember 2019 Rp. 135456.103.612,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp.3.346.512.823.579.,85
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp. 229.599.474.058,98
c. Koreksi Ekuitas Awal Rp. 0,00

d. Koreksi Ekuitas Lainnya (Rp. 30.560.713.060,27)

Ekuitas Akhir Rp.3.545.551.584.579,56



Pasal Y

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1
ayat {1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik

secera kunantitatif

keuangan.

maupun kualitatif atas pos-pos laporan

Pasal 10

Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Dacrah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

- Lampiran [.4

Lampiran 11
Lampiran IIl
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran V1
Lampiran Vi
. Lampiran VIII
Lampiran IX

F®@ Mmoo pp o

[~ T

j- Lampiran X

: Laporan realisasi anggaran;
: Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintzhan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja dacrah

menurut urusan  pemerintahan  daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan Negara;

: Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

: Neraca;

Laporan operasional;

: Laporan arus kas;

: Laporan perubahan ekuitas;

: Catstan atas laporan keuangan;

: Dafliar rekapitulasi piutang daerah;

: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang udak

tertagih;

: Daftar rekapitulasi dana | bergulir dan

penyisihan dana bergulir;



k. Lampiran XI : Dafiar penyertaan modal (investasi) daerah;

L

m. Lampiran XIII

H

L

¥

Lampiran XII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII :
Lampiran XVIII:

pengurangan asset tetap daerah;

- Daftar rekapitulasi aset tetap;
: Daftar rekapitulasi konstruksi

pengerjaan;

: Daftar rekapitulasi aset lainnya,
: Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendel;
Daftar kewajiban jangka panjang; dan

. Daftar kegiatan-kegiatan yang

- Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) terdiri dari :
laporan kinerja tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah

d.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

ini; dan

ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah tercantum
dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

tentang Penjabaran
Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 sebagai
rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.



Agar setap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Grobogan.

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD
MOHAMAD SUMARSONO

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD
SRI SLIMARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020

NOMOR: 5

NOMOR REGISTER

PERATIIRAN

NAERAH KABUPATEN

GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAII ; [ 5-145/2020 |

SBalinan sesuai dengan ashinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

!”.';UCH&MADE CHEUDIN, 8H
NIP. 10670317 199403 1 013
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